
 

69 
 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 

Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana I. Rajawali Pers, Jakarta. 

Adrian Sutedi, 2014, Otoritas Jasa Keungan. Raih Asa Sukses, Jakarta. 

Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, 2016, Pengantar Sosiologi. Fakultas  

Ilmu Sosial Universitas Negri Yogyakarta. 

Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, 2019, Mengerti Sosiologi Pengantar Memahami  

Konsep-Konsep Sosiologi. CV. Idayus, Jakarta Selatan. 

Andi Hamzah, 2007, Pemberatasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional 

 dan Internasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Andri Soemitro, 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kencana, Jakarta. 

Ani Purwati, 2020, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. CV. Jakad 

 Media Publishing, Surabaya. 

Aziz Syamsudin, 2011, Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika, Jakarta. 

Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, 

 Jakarta. 

Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta. 

M. Husein Harun, 1991, Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana, PT. Rineka 

 Cipta, Jakarta. 



 

70 
 

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, Mataram. 

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

 dan Empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 

Nur Solikin, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. CV. Penerbit Qiara  

Media, Pasuruan. 

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum cetakan 6. Prenada Media 

 Group, Jakarta. 

Sudarsono, 2007, Kamus Hukum Cet -5. PT. Rineka Cipta, Jakarta. 

B. Peraturan PerUndang – undangan 

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana 

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – 

 Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguantan  

Sektor Keuangan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penyidikan 

 Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan 



 

71 
 

Peraturan Pemerintah 5 tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sketor 

 Jasa Keuangan 

C. Jurnal 

Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan 

 Republik Indonesia Sebagai Penyidik Tunggal di Sektor Jasa Keuangan 

 Pasca UU P2SK, Triwakrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, vol.2, 

 Nomor 2, 2023 

Bagas Arya Jatmika, Raden Maulana Damarjati, Sofiyyah Mardiyyah Hasya, 

 Tindak Pidana Penyuapan dalam Pemberian Fasilitas Kredit Bank yang 

 diterapkan Melalui Pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, 

 Padjajaran Law Review, vol.11, Nomor 2, 2023 

Fasa Muhammad Hapid, Utang Rosidin, Elan Jaelani, Perkembangan Tindank 

 Pidana di Sektor Jasa Keuangan Penyidik Tunggal OJK, Jurnal Analisis 

 Hukum, vol.6, Nomor 2, September 2023 

Irfani, Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan, 

 Jurnal Konstitusi, vol. 8, Nomor 6, 2011 

Nisa Amalina Adlina, Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa 

 Keuangan, Jurnal Hukum, vol. 15, Nomor 2, Juli 2023 

Rasji, Muhammad Arif Budiman, Tinjauan Hukum Terhadap Pengawasan dan 

 Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Kewarganegaraan, vol. 7, 

 Nomor 2, Desember 2023 



 

72 
 

Serlika Aprita, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan 

 Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Ilmiah Universitas 

 Batanghari Jambi, vol.2, Nomor 21, Juli 2021 

Violita Citra Kusuma Dewi, Ali Muhammad, Cahyoko Edi Tando,  Koordinasi 

 Antara Institusi Penegak Hukum dalam Hal Menangani Masalah 

 Penahanan Berdasarkan KUHAP sebagai Upaya Mewujudkan sistem 

 Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, Jurnal Pendidikan dan Konseling, 

 vol. 4, Nomor 1, 2022 

Wiwin Sri Haryani, Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif 

 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

 Keuangan, Jurnal Legislasi Indonesia, vol.9, Nomor 3, Oktober 2012 

D. Internet 

Mochammad Januar Rizki, https://www.hukumonline.com/berita/a/kerentanan- 

jasa-keuangan-terlibat-kasus-korupsi-lt62f2235f8aff6/ Diakses pada 

tanggal 4/11/2023 

Siaran pers Bersama SP 69/DHMS/OJK/X2022, Sinergi OJK dan KPK cegah  

korupsi di sektor jasa Keuangan, https://ojk.go.id/id/berita-dan-

kegiatan/siaran-pers/Pages/Sinergi-OJK-Dan-KPK-Cegah-Korupsi-di-

Sektor-Jasa-Keuangan.aspx diakses pada 5/11/2023 

 

https://www.hukumonline.com/berita/a/kerentanan-
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sinergi-OJK-Dan-KPK-Cegah-Korupsi-di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sinergi-OJK-Dan-KPK-Cegah-Korupsi-di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sinergi-OJK-Dan-KPK-Cegah-Korupsi-di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx

